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Abstrak — Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak
hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan
lingkungan organisasi, melainkan juga untuk
mereduksi label “negatif’ yang disematkan kepada
birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan
publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah telah menerapkan program one agency
one institution sejak tahun 2014 sebagai pemicu bagi
setiap Lembaga Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah agar mampu memproduksi
inovasi pada institusi masing-masing. Meskipun
ribuan inovasi telah terdaftar dalam Sistem Inovasi
Kebijakan Publik (Sinovik), tetapi masih ada
kecenderungan bahwa jumlah tersebut belum efektif
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas
inovasi pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan
publik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Pendekataan analisis-deskriptif
digunakan untuk menginterpretasikan data sekunder
yang diperoleh dengan teknik literature review. Studi
ini menyimpulkan bahwa kuantitas inovasi belum
efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Indonesia. Hambatan yang dihadapi
diantaranya: iklim inovasi yang masih buruk, dan
nilai-nilai inovasi yang tidak terinternalisasi secara
efektif. Selain itu, belum ada kajian komprehensif
tentang bagaimana perkembangan dan
keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Indonesia.

Kata Kunci — Inovasi Kebijakan, Inovasi Pelayanan
Publik, Kualitas Pelayanan Publik

. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengambil langkah penataan
organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui
reformasi birokrasi. Sesuai dengan grand design yang
telah disusun, ada delapan area perubahan yang ingin
dicapai yakni: Organisasi, Tatalaksana, Peraturan
Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur,
Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Pola
Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.
Reformasi birokrasi di Indonesia mempunyai semangat
untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat,
sebagaimana disebutkan dalam salah satu area
perubahan Reformasi Birokrasi yaitu pelayanan publik.

Tujuan  reformasi  birokrasi diantaranya;
meniadakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
meningkatkan kualitas pembuatan dan implementasi
kebijakan publik, meningkatkan efisiensi (baik dalam

segi biaya dan waktu) pada setiap pelaksanaan tugas
organisasi, menjadikan birokrasi di Indonesia lebih
antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi
tuntutan perubahan di dalam masyarakat serta
membentuk most improved bureaucracy (Peraturan
Presiden, 2010). Berdasarkan tujuan tersebut,
reformasi birokrasi jelas ingin mencapai peningkatan
kualitas pelayanan publik. Hal ini yang menjadi inti
utama alasan diterapkannya inovasi kebijakan publik.

Inovasi kebijakan dilakukan dalam rangka
efisiensi  kinerja  organisasi. ~ Organisasi  publik
melakukan efisiensi untuk peningkatan nilai dan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan sektor
swasta menggunakan efisiensi sebagai kesempatan
untuk berkompetisi di pasar guna memperoleh laba
yang lebih besar (Hartley, 2005; Nurmandi, 2006).
Inovasi pada sektor swasta dapat dilihat dari
perkembangan perusahaan seiring dengan perubahan
pasar. Berbeda hal, birokrasi cenderung kaku dan
kurang dapat beradaptasi dengan perubahan dalam
masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan birokrasi
bergerak cenderung lamban dan kurang inovatif.
Karakter tersebut mempengaruhi kinerja aparat
birokrasi dan buruknya kualitas pelayanan publik.

Pemerintah melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi mengambil kebijakan One Agency, One
Innovation (Satu Institusi, Satu Inovasi). Kebijakan ini
merupakan dorongan dari kementerian untuk
menciptakan terobosan dalam pelayanan publik dalam
rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan
publik. Inovasi pelayanan publik dimaksudkan untuk
menemukan formulasi baru maupun pengembangan
metode pelayanan publik. Gerakan Satu Institusi, Satu
Inovasi juga dimaksudkan agar setiap institusi baik di
pusat maupun di daerah mampu  mandiri
mengembangkan pelayanan publik sesuai dengan
sumber daya, kebutuhan pengguna layanan, dan
kreatifitas yang dimiliki.

Kebijakan One Agency, One Innovation dimuat
dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).
Sinovik  menyimpan  database informasi serta
dokumentasi berbasis website mengenai inovasi
pelayanan  publik.  Sinovik  digunakan  untuk
mendokumentasikan  inovasi  publik yang telah
dilakukan oleh instansi pemerintah pusat maupun
daerah. Sehingga dapat dipelajari atau diterapkan oleh
Lembaga atau daerah lain di Indonesia. Selain itu,
dengan adanya jenis inovasi pelayanan publik yang tepat
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untuk kebutuhan masyarakat diharapkan tingkat
pelaksanaan pelayanan publik mengalami percepatan
peningkatan kualitas layanan dan berdampak pada
peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan publik.

Pembangunan inovasi  pelayanan  publik
dilakukan pada kementrian/lembaga dan Pemerintah
Daerah secara kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk motivasi agar kebijakan tersebut dapat
dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menginisiasi kompetisi inovasi di
lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Kementerian
PAN-RB, 2014). Setiap tahun, sejak 2014 ditetapkan
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik melalui kompetisi
sebagai  apresiasi  (reward) atas dilakukannya
pembangunan dan pengembangan inovasi di Indonesia.

Dari rentang waktu empat tahun terakhir,
jumlah inovasi pelayanan publik yang telah masuk ke
database Top 99 Sinovik berjumlah 396 inovasi
(Kementerian PAN-RB, 2014, 2015, 2016b, 2017a).
Jumlah ini belum termasuk inovasi yang sudah diinisiasi
namun belum masuk nominasi. Data Sinovik
menunjukkan bahwa pada umumnya inovasi kebijakan
telah  dilakukan dan tersebar pada berbagai
Kementerian/Lembaga ~ Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah di Indonesia. Meskipun begitu,
faktanya lembaga penyumbang penghargaan Top 99
tiap tahunnya didominasi oleh Kementerian/Lembaga
dan pemerintah daerah tertentu. Hal ini berarti
kuantitas inovasi tidak berbanding lurus dengan
persebaran kualitasnya ke seluruh instansi pemerintah
baik di pusat maupun daerah.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya
konsisten = menempatkan inovasi di  beberapa
instansinya pada jajaran Top 99 tiap tahun sejak tahun
pertama kompetisi. Pada tahun 2014 Kota Surabaya
mencatatkan lima jenis inovasi pelayanan publik
berbasis Teknologi Informasi masuk jajaran Top 99.
Inovasi Government Resources Management System
(GRMS) Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya
Pemerintahan dan Surabaya Single Window (SSWV)
berhasil masuk jajaran Top 9 inovasi terbaik. Kedua
jenis inovasi tersebut mencerminkan prinsip efisiensi
dalam bidang perencanaan pemerintahan dan pelayanan
perijinan dengan penggunaan teknologi informasi.
Selain Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2014
Pemerintah  Kota  Yogyakarta juga  berhasil
memasukkan enam buah inovasi di jajaran Top 99
dalam beberapa bidang layanan publik yang bersifat
aplikatif seperti; Layanan Perpustakaan: Bank Buku
Perpustakaan, Pengembangan Taman Pintar
Yogyakarta, Rumah Sehat Lansia, Rumah Pemulihan
Gizi dan inovasi lainnya. Selanjutnya, instansi yang
selalu masuk dalam Top 99 Sinovik setiap tahun sejak
2014 diantaranya adalah Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan
Pertanahan, Kementerian Perindustrian, Provinsi Jawa
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Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Kulonprogo.

Meskipun  penerapan One Agency One
Innovation telah dilakukan selama empat tahun terakhir,
akan tetapi hal tersebut belum mampu sepenuhnya
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman
menyatakan bahwa jumlah laporan pengaduan atas
dugaan maladministrasi pelayanan publik meningkat
setiap tahunnya (Ombudsman, 2017). Ombudsman
merilis jenis laporan dugaan maladministrasi pelayanan
publik setidaknya tiga diantaranya berupa: penundaaan
berlarut  sebanyak 2351 laporan  (28,45%),
penyimpangan prosedur sebanyak 1799 (21,77%), tidak
memberikan  pelayanan sebanyak 1403 laporan
(16,98%). Klasifikasi lain dugaan maladministrasi adalah
sebagai berikut: penyelenggara pelayanan tidak
kompeten, adanya  penyalahgunaan  wewenang,
permintaan imbalan uang, barang atau jasa, kurangnya
asas kepatutan, diskriminatif, cenderung berpihak,
serta adanya konflik kepentingan (Ombudsman, 2017).

Laporan dugaan maladministrasi pelayanan
publik oleh masyarakat di atas menyatakan bahwa
pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih
belum memuaskan. Strategi kompetisi inovasi sejak
Tahun 2014 belum mampu mendorong kualitas
pelayanan publik. Seharusnya, dengan kuantitas inovasi
pelayanan publik yang tinggi berpengaruh positif
terhadap efiiensi pelayanan. Namun berdasarkan data
Ombudsman di atas, masih terdapat inefisiensi dalam
pelayanan. Selain itu, kuantitas inovasi pelayanan publik
di Indonesia juga belum berkorelasi positif dengan
Global Innovative Index (Gll). Jika dibandingkan dengan
negara Asia Tenggara yang lain seperti Singapura,
Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam, Indonesia berada
pada peringkat yang lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
Studi ini ingin menjawab bagaimana efektivitas inovasi
pelayanan publik dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk
memaparkan fenomena inovasi pelayanan publik yang
belum berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas
pelayanan publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini
juga bertujuan untuk mengetahui hambatan apa yang
terjadi dalam penerapan inovasi pelayanan publik di
Indonesa.  Penelitian  ini  bermanfaat  untuk
mengembangkan kajian terkait inovasi pelayanan publik
di Indonesia serta memberikan masukan untuk
keberlanjutan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka
I. Inovasi Kebijakan Publik

Perubahan adalah hal yang mutlak terjadi
dalam kehidupan. Perubahan tersebut menuntut
tindakan penyesuaian untuk menghadapinya. Jika
penyesuaian tidak dilakukan, maka dapat berpengaruh
pada  kualitas  keberlangsungan  hidup  sebuah
masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku bagi
organisasi, baik organisasi publik maupun swasta. Sifat
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dinamis dalam menghadapi perubahan harus dimiliki
oleh organisasi. Organisasi swasta telah memberikan
banyak contoh bentuk adaptasi terhadap perubahan
pasar. Tingkat fleksibilitas organisasi menjadi modal
untuk dapat bertahan bahkan sukses menghadapi
keinginan pasar.

Innovation is a prime subject in our time.
In business and government, it is held to
be essential in the face of the massive
and complex problems and the rapid
pace of change in contemporary society.
Innovation is thought to be the way to
harness the creative potential of the
human race in order to survive, to
progress, and to prosper (Gow, 2014).

Adaptasi yang dilakukan dalam menghadapi
perubahan menghasilkan penemuan baru berupa
produk, gagasan maupun tindakan. Inovasi adalah
perkenalan hal baru, ide, metode dan lain sebagainya
(Oxford Learners Pocket Dictionary, 2008). Inilah yang
menjadi dasar istilah inovasi. Selanjutnya, “Inovasi
dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang
atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau
penciptaan  perubahan  atau  perbaikan  yang
inkremental”  (Suwarno, 2008). Prinsip kebaruan
(novelty) melekat dalam istilah inovasi. Namun bukan
berarti inovasi hanya mengakui sesuatu yang belum
pernah ada, melainkan pemutakhiran dari gagasan yang
telah ada juga dapat dikategorikan sebagai inovasi.
Meskipun begitu, kebaruan (novelty) bisa jadi berlaku
dalam lingkup geografis tertentu, dalam arti hal yang
baru di suatu wilayah belum tentu baru di wilayah yang
lain (Suwarno, 2008).

“An innovation is an idea, practice, or object that
is perceived as new by an individual or other unit of
adoption *“ (Rogers, 1995). Rogers menjelaskan bahwa
ide, praktek, maupun objek (berupa produk atau jasa)
yang dapat diterima oleh unit adopsi lain sebagai
sesuatu Yyang bersifat baru disebut sebagai inovasi.
Selanjutnya, Rogers menjelaskan bahwa jika sebuah ide
terlihat baru bagi seseorang hal itu disebut dengan
inovasi. Kemudian Rogers menambahkan bahwa aspek
kebaruan dalam inovasi dapat dinyatakan dalam bentuk
pengetahuan, persuasi maupun keputusan yang harus
dijalankan.

Inovasi diartikan sebagai “new ideas that work”
(Albury & Mulgan, 2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa
kesuksesan inovasi adalah penciptaan dan implementasi
dari proses baru, produk, layanan, dan metode
penyampaian yang menghasilkan peningkatan efisiensi,
efektifitas, dan kualitas yang signifikan (Albury &
Mulgan, 2003). Albury mengklasifikasikan jenis inovasi
menjadi inovasi incremental, radikal, dan sistemik.

Karakteristik dalam sebuah inovasi dijelaskan
(Rogers, 1995) sebagai berikut:

I.  Relative Advantage
Sebuah inovasi harus mempunyai
keuntungan relative. Yakni sejauh mana inovasi
menghadirkan ide yang lebih baik dibandingkan
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ide yang digantikannya. Tingkat keuntungan dapat
diukur dengan istilah ekonomi, namun hal lain
seperti faktor wibawa sosial, kenyamanaan, dan
kepuasan juga merupakan komponen penting.
Pada akhirnya, inovasi tidak hanya dilihat dalam
kerangka keuntungan objektif, namun persepsi
individu yang merasakan inovasi adalah sebuah
nilai keuntungan lebih. Jika keuntungan relative
sebuah inovasi dirasakan lebih besar maka adopsi
akan berkorelasi positif dengan kecepatan adopsi
inovasi.
2. Compatibility
Compability (Kesesuaian) adalah konteks
dimana sebuah inovasi konsisten dengan nilai-nilai,
pengalaman masa lalu, dan kebutuhan potensial
masyarakat pengadopsi inovasi. Inovasi yang tidak
kompatibel dengan nilai-nilai di dalam masyarakat
akan lambat diadopsi.
3. Complexity
Kompleksitas adalah sejauh mana sebuah
inovasi dirasakan sulit untuk dimengerti dan
diterapkan. Sejumlah inovasi mudah dipahami
oleh sebagian besar anggota masyarakat akan
mudah diadopsi. Sedangkan yang lebih sulit
dipahami akan lambat diadopsi.
4.  Trialibility
Uji coba adalah sejauh mana sebuah inovasi
harus dapat teruji dan terbukti. Eksperimen dapat
dilakukan secara terbatas. lde-ide baru harus
dilakukan uji coba terlebih dahulu sehingga dapat
dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Oleh
karena itu setiap produk inovasi harus melewati
fase uji coba terlebih dahulu untuk menguji
kualitas dari suatu inovasi.
5. Observability
Inovasi menuntut kemampuan organisasi
untuk  beradaptasi dan  secara  kreatif
menyelesaikan sebuah tantangan maupun masalah
dengan menemukan cara, ide, dan produk
(barang/jasa) baru. Kemampuan adaptif ini harus
dimiliki oleh organisasi yang ingin memproduksi
inovasi. Hal ini berarti organisasi yang bersifat
status quo akan sulit mengembangkan inovasi.
(Suwarno, 2008).

Organisasi yang bersifat kaku dan cenderung
mempertahankan status quo akan lambat menerima,
memproduksi, dan mengadopsi inovasi. Sifat kaku ini
dimiliki oleh organisasi pemerintah. Namun, dengan
kuatnya dorongan perubahan dari sisi eksternal yang
terjadi, maka adaptasi harus dilakukan untuk
memenuhi kualitas kinerja organsasi khususnya dalam
bidang pelayanan publik.

Borins menyatakan setidaknya ada tiga
hambatan bagi suatu inovasi, yaitu: Pertama, hambatan
yang muncul dari dalam birokrasi sendiri. Hambatan ini
dapat berupa ketidakcocokan antar birokrat, sikap
skeptis, koordinasi yang buruk, masalah logistik,
kesulitan menerapkan teknologi baru, dan lain
sebagainya. Kedua, hambatan yang muncul dari
lingkungan politik. Lingkungan politik berpengaruh
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terhadap implementasi inovasi karena erat kaitannya
dengan penyediaan funding (pendanaan) maupun
sumber daya yang lain. Sumber daya inovasi bersumber
dari persetujuan legislatif-eksekutif. Jika oposisi politik
berseberangan maka akan mempengaruhi
keberlangsungan sebuah inovasi. Ketiga, hambatan
dapat berasal dari lingkungan eksternal organisasi
publik. Misalnya, keraguan publik akan efektifitas
program, kesulitan dalam mencapai kelompok target,
dan perlawanan dari sektor swasta yang akan
terpengaruh adanya inovasi (Borins, 2001b).

Efektifitas implementasi inovasi dipengaruhi
oleh beberapa faktor dalam sebuah organisasi (Klein &
Knight, 2005). Faktor pertama adalah kebijakan dan
praktik dalam implementasi inovasi. Misalnya: kuantitas
dan kualitas training untuk pegawai, sistem reward,
kualitas dan akses teknologi yang digunakan. Faktor
kedua adalah bagaimana iklim inovasi dalam organisasi
tersebut. Ketiga adalah bagaimana peran pemimpin
dalam proses implementasi inovasi. Keempat adalah
ketersediaan sumber daya finansial. Faktor kelima
adalah orientasi belajar yang mendorong pegawai
untuk meningkatkan kapabilitas. Terakhir, adalah
kesabaran manajerial, yakni bagaimana inovasi diatur
dalam orientasi jangka panjang. Visi jangka Panjang
dalam penerapan inovasi tentu membutuhkan
kesabaran untuk menciptakan keberlanjutan dan
mencegah kegagalan implementasi inovasi seiring
berjalannya waktu.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Winston Dictionary, kualitas adalah
tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang
sedang diamati (Suranto, 2014). Sedangkan menurut
Tjiptono kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
(Suranto, 2014). Gasperz mengartikan kualitas sebagai
segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan (Suranto, 2014).

Tjiptono merangkum pengertian kualitas
sebagai berikut: 1.) Kesesuaian dengan
persyaratan/tuntutan, 2.) Kecocokan untuk pemakaian,
3.) Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, 4.) Bebas
dari kerusakan/cacat, 5.) Pemenuhan kebutuhan
pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6.) Melakukan
segala sesuatu secara benar sejak awal, 7.) Sesuatu
yang bisa membahagiakan pelanggan (Suranto, 2014).
Dari berbagai definisi tentang kualitas tersebut,
Suranto menyebutkan bahwa aspek terpenting dari
kualitas  pelayanan adalah  kemampuan  untuk
memuaskan kebutuhan masyarakat melalui produk
pelayan yang bebas dari kekurangan dan kerusakan
(Suranto, 2014).

Selanjutnya, pelayanan publik merupakan
merupakan kegiatan yang paling penting dilakukan oleh
suatu pemerintahan. Menurut Robert, pelayanan publik
adalah “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah pusat, di daerah
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dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah
dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka ketertiban-ketertiban Robert (1996) dalam
(Maryam, 2016). Sedangkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan  administratif yang disediakan  oleh
penyelenggara pelayanan publik” (Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
2009). Undang-Undang menyatakan bahwa
penyelenggara pelayanan publik adalah “setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik” (UU No 25, 2009). Berdasarkan definisi
tersebut dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik
merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh negara, korporasi, lembaga independen,
dan badan hukum yang dilakukan untuk upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat/warga negara baik
berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.
Dari penjelasan tentang kualitas dan pelayanan publik
tersebut maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa
kualitas  pelayanan  publik  sebagai kemampuan
pemerintah untuk memenuhi harapan dan kebutuhan
masyarakat baik berupa barang, atau jasa yang bebas
dari kekuranagn dan kerusakan demi tercapainya
kepuasan masyarakat (Suranto, 2014).

Pelayanan publik menjadi cerminan utama
bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik
di tingkat pusat dan daerah. Berjalannya suatu
pemerintahan dengan baik dapat dilihat dari
pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal
tersebut tidak terlepas dari tujuan dari pelayanan
publik. Pelaksanaan pelayanan publik bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat/warga negara. Oleh
karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka
pelayanan publik yang baik harus memenuhi prinsip-
prinsip tertentu. Menurut Vijoen dalam Suranto (2014)
terdapat beberapa prinsip yang dapat dipakai sebagai
acuan pelayanan publik yaitu: 1.) Identifikasi kebutuhan
konsumen yang sesungguhnya, 2. Penyediaan
pelayanna yang terpadu, 3. Adanya sistem yang
mendukung pelayanan konsumen, 4.) Karyawan harus
bertanggungjawab atas kualitas layanan 5.) Pelayanan
keluhan konsumen harus dilakukan dengan baik, 6.)
Terus berinovasi, 7.) Karyawan sama pentingnya
dengan konsumen, 8.) Bersikap tegas tetapi ramah
terhadap konsumen, 9.) Menjalin komunikasi dan
interaksi khusus dengan pelanggan, 10.) Selalu
mengontrol kualitas (Suranto, 2014).

Sedangkan  mengacu  pada  peraturan
perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik
yang baik harus berasaskan: 1.) Kepentingan Umum, 2.)
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Kepastian Hukum, 3) Kesamaan hak, 4.
Keseimbangan hak dan kewajiban, 5.) Keprofesionalan,
6.) Partisipatif, 7.)) Persamaan perlakuan/ tidak
diskriminatif, 8.) Keterbukaan, 9.) Akuntabilitas, 10.)
Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
I'1.) Ketepatan waktu, dan 12.) Kecepatan, kemudahan,
dan keterjangkauan (UU No 25, 2009).

3. Efektifitas Implementasi Inovasi Pelayanan Publik

Untuk  mencapai  peningkatan  kualitas
pelayanan publik, perlu diketahui bagaimana efektifitas
implementasi inovasi pelayanan publik. Sebagaimana
dinyatakan dalam argumen berikut “In the absence of
effective implementation, the benefits of innovation
adoption are likely to be nil” (Klein & Knight, 2005). Jika
efektifitas implementasi tidak terjadi, maka tidak ada
keuntungan yang bisa diperoleh dari inovasi kebijakan.
Pada kondisi ideal, keuntungan yang ingin ingin dicapai
adalah pelayanan publik yang berkualitas.
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Gambar |. Determinan dan Konsekuensi dari Efektifitas
Implementasi (Sumber: The challenge of innovation implementation
(Klein & Sorra, 1996))

Gambar di atas menunjukkan faktor-faktor
determinan serta pengaruhnya dalam upaya mencapai
efektifitas inovasi. Climate for implementation (Iklim
implementasi) merujuk pada bagaimana suasana dalam
pada organisasi dalam proses penerapan inovasi
kebijakan. Apakah pegawai dapat membagikan persepsi,
pengalaman, dan observasi mereka mengenai inovasi
yang diterapkan dan bagaimana mereka dapat bertukar
informasi maupun berdiskusi tentang penerapan
inovasi tersebut (Klein & Sorra, 1996). Untuk
mendukung  iklim  tersebut,  diperlukan  skill
(kemampuan)  pemimpin  dan  pegawai  yang
professional, adanya pemberian reward and punishment,
serta adanya upaya untuk meniadakan hambatan.

Innovation-values fit adalah kesesuaian nilai-nilai
inovasi.  Nilai-nilai inovasi yang sesuai dengan
lingkungan akan menghasilkan commitment (komitmen)
yang tinggi untuk menerapkan inovasi. Faktor tersebut
yang mempengaruhi efektifitas impelementasi dan
bermuara pada efektifitas inovasi.  Efektifitas
implementasi merujuk pada konsistensi dan kualitas
yang diterima pengguna layanan inovasi (Klein & Sorra,
1996). Kemudian, ketepatan strategis dari adopsi
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inovasi juga mempengaruhi bagaimana efektifitas
inovasi. Dalam hal ini, efektifitas inovasi diartikan oleh
Klein & Sorra (1996) sebagai manfaat yang diterima
organisasi atas inovasi yang dilakukan, misalnya
peningkatan keuntungan (pada organisasi swasta
disebut profit sedangkan pada organisasi publik pada
efisiensi  sistem  birokrasi), produktifitas, moral
pegawai, dan pelayanan publik.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. =~ Penelitian  Kualitatif bertujuan  untuk
memahami fenomena yang dialami oleh objek
penelitian dengan cara mendeskripsikan melalui
pernyataan-pernyaataan dengan menggunakan berbagai
metode ilmiah (Moleong, 2014). Pengumpulan data
dilakukan melalui teknik literature review. Berbagai
macam literatur mengenai inovasi, inovasi kebijakan
publik, dan pelayanan publik digunakan dalam proses
penulisan.

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-
analitis dengan menganalisis informasi dan data
sekunder. Berbagai jenis laporan, data, dan informasi
digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data
sekunder tersebut dianalisis dengan menggunakan
teknik data reduksi kemudian disajikan dalam bentuk
diagram, tabel, maupun gambar. Hal ini dilakukan untuk
memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai
fenomena yang diteliti.

Triangulasi digunakan untuk menggabungkan
berbagai jenis temuan dalam penelitian. Triangulasi
digunakan untuk memahami suatu hal dari beberapa
sudut pandang sehingga dapat meningkatkan
keakuratan (Neuman, 2013). Penggunaan literatur,
data, dan informasi sekunder dikombinasikan untuk
menelaah dan menganalisis fenomena pada objek
penelitian.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Inovasi Kebijakan Publik di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
memasuki periode baru pasca reformasi. Reformasi
membawa berbagai perubahan khususnya dalam tata
kelola pemerintahan. Pasca reformasi konsep
desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan mulai
diterapkan. Hal ini mendorong praktik demokrasi di
semua bidang kehidupan, termasuk pengelolaan
pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

Demokrasi merupakan salah satu faktor
pemicu perubahan cara pandang masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola
pemerintahan yang sebelumnya government needs
centered (terpusat pada kebutuhan pemerintah)
berubah menjadi people needs centered (terpusat pada
kebutuhan masyarakat). Penyebab perubahan ini
diantaranya adalah tingkat pengetahuan masyarakat
yang semakin meningkat berbanding lurus dengan cara
berpikir kritis masyarakat.
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Perubahan cara fikir yang terjadi di dalam
masyarakat diawali dengan keterbukaan informasi pada
era demokrasi. Masyarakat telah mampu menganalisa
dan menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.
Khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan,
masyarakat mampu meminta pelayanan publik yang
berkualitas sesuai dengan hak yang mereka miliki.

Akan tetapi, sistem birokrasi di Indonesia
yang buruk mengakibatkan organisasi pemerintah
kurang siap menghadapi perubahan ini. Setidaknya ada
tiga faktor yang menunjukkan lemahnya birokrasi di
Indonesia (R. C. Kurniawan, 2016). Yakni sebagai
berikut: pertama, birokrasi di Indonesia gemuk, lamban,
dan belum mampu memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat. Kedua, korupsi yang merajalela. Ketiga,
infrastuktur yang kurang memadai. Sehingga diperlukan
langkah-langkah khusus dalam memenuhi tuntutan
kinerja birokrasi dan kebutuhan masyarakat.

Reformasi  Birokrasi  dilakukan  untuk
menyelesaikan persoalan tersebut. Gagasan reformasi
birokrasi adalah meningkatkan kultur birokrasi yang
transparan, akuntabel, dan bersih dari tindakan KKN
(Korupsi Kolusi Nepotisme), serta bertanggungjawab.
Reformasi birokrasi ingin mencapai efisiensi dan
efektifitas dalam manajemen organisasi birokrasi,
meningkatkan kinerja birokrat dan pelayanan publik di
Indonesia. Perubahan citra organisasi pemerintah yang
kaku, lamban, gemuk, dan diskriminatif ingin dirubah
menjadi organisasi professional yang efisien. Reformasi
dilakukan pada berbagai macam sektor baik pada
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Langkah reformasi birokrasi dilakukan secara
berkelanjutan sebagai program jangka panjang. Selain
itu, Reformasi Birokrasi memiliki prinsip-prinsip
sebagai berikut (Peraturan Presiden, 2010):

a. Outcomes oriented
Reformasi Birokrasi dilakukan tidak hanya
untuk mendapatkan output, melainkan harus
mencapai hasil (outcomes). Outcomes yang
dimaksud adalah peningkatan kualitas sistem
birokrasi baik berupa rule of law, peningkatan
kapabilitas dan mental Sumber Daya

Aparatur, peningkatan kualitas pelayanan

publik, serta peningkatan kepercayaan

masyarakat.
b. Terukur

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan

prinsip outcomes oriented wajib memiliki tolok

ukur keberhasilan. Selain itu, sasaran dan
waktu pelaksanaan juga harus terukur.
c. [Efisien

Prinsip efisiensi melekat pada pelaksanaan

reformasi  birokrasi agar pengelolaannya

profesional.
d. Efektif

Penggunaaan sumber daya organisasi dalam

Reformasi Birokrasi harus tepat guna dan

sasaran

e. Realistik
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Outputs dan outcomes Reformasi Birokrasi
ditentukan secara rasional agar target
capaiannya sesuai dengan prinsip realistic.

f.  Konsisten

Konsistensi  diperlukan  dalam  program

Reformasi  Birokrasi. Prinsip  konsisten

melingkupi konsistensi waktu dan menyasar

seluruh bagian organisasi termasuk aparatur
negara.
g. Sinergi

Kerjasama antar program dan antar unit

organisasi perlu dilakukan agar pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dapat secara efektif

dilaksanakan. Sinergi mutlak dilakukan untuk

mencegah tumpeng tindih fungsi dan
pelaksanaan program.
h. Inovatif

Poin prinsip ini menyatakan bahwa Reformasi

birokrasi merupakan pemicu  organisasi

pemerintah agar berfikir dan bertindak
inovatif. Kementerian/Lembaga dan
pemerintah daerah diberikan kesempatan
untuk dapat menginisiasi inovasi-inovasi dalam
penyelenggaraan  pelayanan publik  pada
masing-masing instansi. Selain itu, inovasi yang
telah dilakukan diharapkan dapat dipelajari
atau diduplikasi oleh instansi lain untuk
meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas
pelayanan publik.

i. Kepatuhan

Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai

dengan peraturan perundangundangan yang

berlaku.
j.  Dimonitor

Prinsip monitoring penting dilakukan secara
proesional dan berkala untuk memastikan
program Reformasi Birokrasi bekerja pada
setiap tahapan dan capaian. Pengawasan ini
juga digunakan sebagai informasi awal jika ada
ketidaksesuaian pelaksanaan dengan target
sehingga  dapat  ditindaklanjuti  dengan
perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Reformasi
Birokrasi dengan jelas menyatakan bahwa inovasi
merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi.
Inovasi kebijakan diambil sebagai salah satu langkah
menghadapi  perubahan lingkunagn internal dan
eksternal organisasi pemerintah. Kombinasi perbaikan
sistem birokrasi, peningkatan Sumber Daya Aparatur
Negara serta Inovasi Kebijakan dianggap mampu untuk
mendongkrak kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
menyatakan bahwa sebagai usaha percepatan
peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan
pengembangan dan pembangunan inovasi pelayanan
publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah. Inovasi Pelayanan Publik dilakukan dalam
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rangka memperkuat upaya peningkatan kulitas
pelayanan publik. Hal itu dilakukan karena melalui
peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan
regulasi untuk mempermudah pelayanan tidak mampu
meningkatkan  kualitas  pelayanan seperti yang
diharapkan masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik diharapkan dapat
mendorong metode-metode baru dalam bidang
pelayanan publik. Inovasi yang dihasilkan instansi
pemerintah bertujuan untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas pelayanan. Model pelayanan publik yang
inovatif akan memangkas kerumitan sistem birokrasi.
Inovasi Pelayanan Publik yang dimaksud adalah berbagai
macam gagasan baru yang dipraktikkan dalam proses
pelayanan publik.“Innnovation may include reinvention or
adaption to another context, location, or time period”
(Hartley, 2005).

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis
pelayanan publik baik yang merupakan
gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau
adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat
bagi masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi
pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan
suatu  penemuan baru, melainkan pula
mencakup satu pendekatan baru bersifat
kontekstual baik berupa inovasi pelayanan
publik hasil dari perluasan maupun peningkatan
kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada
(PAN-RB, 2016)
Sebagaimana penjelasan di atas, inovasi kebijakan dapat
berupa ide baru maupun pengembangan ide yang telah
ada. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dilakukan
secara kompetitif untuk percepatan peningkatan
kualitas pelayanan.

Prinsip kompetitif ini dilakukan melalui
program One Agency One Innovation sejak tahun 2014.
One Agency One Innovation bertujuan untuk mendorong
setiap instansi pemerintah agar berinovasi dengan
reward berupa penghargaan Top 99 inovasi terbaik.
Reward tersebut tentu menunjukkan bagaimana sebuah
instansi memiliki keseriusan memperbaiki kualitas
kinerjanya. Inovasi Pelayanan Publik wajib dihasilkan
oleh setiap instansi pemerintah. Ketentuan sebuah
inovasi untuk dapat masuk dalam kompetisi inovasi
pelayanan publik adalah kurun waktu pelaksanaan
minimal satu (1) tahun.

Adapun sebaran jumlah inovasi pemerintah
pusat dan daerah yang masuk pada Top 99 Inovasi
Kebijakan Publik 2014-2017 adalah sebagai berikut :

Kementerian

66
BUMN Lembaga

78 81
Kota Provinsi
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Gambar 2. Sebaran Jumlah Inovasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
Berdasarkan Instansi 2014-2017

Data pada gambar di atas menggambarkan pada Tahun
2014-2017, Top 99 inovasi pelayanan publik tersebar
pada berbagai macam institusi pemerintahan di tingkat
pusat maupun pemerintah daerah. Jumlah inovasi yang
berhasil masuk pada Top 99 yakni Kementerian
sebanyak 66 buah inovasi, Lembaga sebanyak 23
inovasi, BUMN sebanyak 7 inovasi, Provinsi sebanyak
81 inovasi, sedangkan Kabupaten dan Kota masing-
masing sebanyak 141 dan 78 inovasi.

Hasil pengolahan data menunjukkan dominasi
produktifitas inovasi masih terjadi pada beberapa
institusi. Ini ditunjukkan dengan data tabel dibawabh ini:

Tabel I. Persentase Jumlah Instansi pada Top 99 Inovasi Pelayanan
Publik 2014-2017

Rata-
Instansi 2014 2015 2016 2017 rata
Provinsi 41% 18% 32% 29% 30%
Kabupaten 6% 7% 8% 7% 7%
Kota 15% 14% 12% 15% 14%
BUMN 0% 0% 3% 1% 1%
Kementerian 32%  26% 21% 29% 27%
Lembaga 6% 2% 2% 2% 3%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Data ini merupakan persentase jumlah instansi yang
masuk penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
sejak 2014-2017. Berdasarkan data tersebut, Data ini
menyatakan bahwa pencapaian Top 99 inovasi
pelayanan publik didominasi oleh pemerintah Provinsi
dan Kementerian dengan rata-rata persentase tertinggi
sebanyak 30%, diikuti Kementerian sebanyak 27 %.
Pemerintah Kota dan Kabupaten sebanyak 14% dan
7%, sedangkan Pencapaian paling rendah didapatkan
oleh Lembaga dan BUMN sebanyak 3% dan | %.

Sebagai gambaran bagaimana jenis inovasi
pelayanan publik yang masuk penghargaan pada tahun
2014, berikut ini disajikan data Top 9 Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2014 yang disaring berdasarkan nominasi
Top 99 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014

No. Inovasi Instansi
l. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia ~Kementerian
Online Hukum dan
HAM
2. Pelayanan  Karantina |kan PASTI  Kementerian
(Profesional, Akuntabel, Santun, Kelautan dan
Transparan, Inovatif) Perikanan
3. Format Kendali Hulu Hilir Pemerintah
Provinsi Aceh
4. Sistem Informasi KM 0 Pro Poor Jabar Pemerintah
Provinsi Jawa
Barat
5. Upaya Aksi Mewujudkan Wilayah  Pemerintah
Bebas Korupsi pada Jembatan Timbang  Provinsi Jawa
di Provinsi Jawa Timur Timur
6. Kampung Media - Penyebarluasan Pemerintah
Informasi Berbasis Komunitas Provinsi Nusa

Tenggara Barat

141

Kabupaten
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7. Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar Pemerintah Kota
Banjarbaru
8. GRMS (Government Resources  Pemerintah Kota

Management System) Sistem Informasi  Surabaya
Manajemen Sumber daya Pemerintahan

Pemerintah Kota
Surabaya

Sumber: Diolah dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2014
Tabel di atas adalah contoh jenis inovasi yang telah
dilakukan, dikompetisikan, dan masuk Top 9 pada
tahun 2014. Pada tahun 2015, Top 99 disaring menjadi
Top 25 Inovasi Pelayanan Publik. Tahun 2016 disaring
menjadi Top 35 sedangkan Tahun 2017 disaring
menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan
data inovasi yang masuk, jenis inovasi yang diproduksi
beragam, misalnya: penggunaan teknologi dan informasi
dalam  pelayanan  publik  maupun  manajemen
pemerintahan, inovasi berupa program tertentu,
maupun inovasi yang bersifat praktis dalam pelayanan
publik.

9. Surabaya Single Window

Inovasi yang berupa penggunaan teknologi dan
informasi misalnya inovasi Sistem Pendaftaran Jaminan
Fidusa Online yang dilakukan dalam lingkungan
Kemenkumham atau Inovasi GRMS dan Surabaya Single
Window di Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2014.
Inovasi yang berbentuk program misalnya Program
Rumah Sejahtera Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Katresna Sadaya Gerakan Masyarakat Peduli
Kesehatan |bu dan Anak Pemerintah Kota Bandung
pada tahun 2015. Inovasi yang bersifat praktis seperti
Pelayanan Antidiskriminasi Pemerintah Kota Pontianak,
Panic Button on Hand Polres Kota Malang Kepolisian
Republik Indonesia tahun 2016. Sedangkan tahun 2017,
inovasi yang berhasil masuk kategori Top 99 juga
beragam. Selain contoh di atas, inovasi kebijakan juga
banyak dilakukan dalam pelayanan pembuatan
dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh
“KELUAR BERSAMA” Daftar | Dapat 5: Sebuah
Model Pelayanan Terpadu Dokumen Anak atau BANG
MUDA (Bangka Mudah Dapat Akta) — Solusi Layanan
Akta Kelahiran dan Kematian pada tahun 2017.

Selain jenis dan fungsi inovasi pelayanan publik
yang beragam selama empat tahun terakhir, kuantitas
inovasi sejak tahun pertama kompetisi juga meningkat.

4000
3054

3000 2476
g
5 2000 1184
g
1000 515

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Year

Gambar 3. Jumlah Inovasi yang Terdaftar Pada Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik 2014-2017
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Berdasarkan data di atas, jumlah inovasi yang
didaftarkan pada kompetisi Sinovik semakin meningkat
tiap tahunnya. Jika pada tahun pertama kompetisi
sebanyak 515 inovasi didaftarkan dalam kompetisi,
tahun kedua jumlahnya bertambah lebih dari 50%.
Demikian juga pada tahun ketiga, jumlah inovasi yang
didaftarkan meningkat lebih dari 50% dari tahun
sebelumnya. Sedangkan tahun ketiga jumlahnya juga
meningkat ~ dibandingkan  dengan  tahun-tahun
sebelumnya (Kementerian PAN-RB, 2016a, 2017b).
Data ini menunjukkan perkembangan kuantitas yang
cukup besar dalam bidang inovasi baik di tingkat
Kementerian/Lembaga, maupun Pemerintah Daerah.
Jumlah ini juga menegaskan bahwa kompetisi Top 99
Inovasi Pelayanan Publik mendorong produktifitas
inovasi baik pada Kementerian/Lembaga, maupun
Pemerintah Daerah. Program One Agency One
Innovation yang dilaksanakan sejak 2014 berhasil
“memaksa” Lembaga pemerintah untuk berinovasi.

Berdasarkan data, beberapa
Kementerian/Lembaga dan Pemda mendominasi
penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik setiap
tahunnya. Kota  Surabaya, Kota Yogyakarta,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria
Tata Ruang/Badan Pertanahan, Kementerian
Perindustrian, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Banyuwangi dan
Kabupaten Kulonprogo selalu masuk nominasi Top 99
Tahun 2014-2017.

Sedangkan Kementerian Keuangan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial,
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Provinsi DKI
Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Kota Surakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten
Siak, Kabupaten Sidoarjo, Kota Makassar, Kabupaten
Badung, Kota Surakarta, Kota Banda Aceh, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Boyolali, dan
Kabupaten Pinrang juga menunjukkan konsistensi
dengan menempatkan inovasinya pada tiga tahun dari
total empat tahun kompetisi.

Kab. Banyuwangi i
DKI = ()
Kota Yogyakarta "
Kota Surabaya 1
Badan Pertanahan T 17
Jatim —— )8
0 10 20 30

Gambar 4. Kementerian/Lembaga/Pemda yang paling Produktif pada
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2014-2017

Gambar di atas menunjukkan enam (6)
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang
paling produktif menghasilkan Top 99 Inovasi
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Pelayanan Publik pada kurun 2014-2017. Dominasi program sehingga berdmpak pada hilangnya
produktifitas ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi manfaat dari Rasda.
Jawa Timur dengan jumlah inovasi paling banyak 4) Trialibility
bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan Inovasi tentu harus mengalami masa uji
institusi yang lain. coba untuk dapat membuktikan bagaimana
Perbedaan produktifitas inovasi kebijakan sebuah inovasi dapat berhasil atau tidak. Faktor
terjadi  karena berbagai macam faktor, seperti leadership dan Sumber Daya Aparatur dalam
dikemukakan oleh Rogers (1995) yakni : organisasi berpengaruh penting pada hal ini.
I) Relative Advantage Pemimpin memiliki andil yang sangat besar dalam
Inovasi yang berhasil dijalankan oleh keberhasilan pengembangan inovasi kebijakan
berbagai instansi dan berhasil masuk ke jajaran publik. ~ “Persoalan rendahnya kemampuan
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik harus memiliki berinovasi (ability to innovate) dan kemauan
keuntungan relatif. Hal ini menandakan bahwa berinovasi (willingnes to inovate) menjadi salah satu
sebuah inovasi memberikan keuntungan lebih tantangan bagi kalangan pejabat publik di instansi
dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ketika pemerintah baik di daerah maupun pusat” (Sururi,
belum terlahir inovasi. Misalnya, jenis inovasi 2016).
“KELUAR BERSAMA” Daftar | Dapat 5: Sebuah 5)  Observability
Model Pelayanan Terpadu Dokumen Anak di Inovasi menuntut kemampuan organisasi
Kota Yogyakarta Tahun 2017. Ini adalah inovasi untuk  beradaptasi dan  secara  kreatif
yang memberikan kemanfaatan lebih bagi keluarga menyelesaikan sebuah tantangan maupun masalah
yang sedang menanti kelahiran putra/putrinya. dengan menemukan cara, ide, dan produk
Dengan hanya sekali mendaftar, keluarga tersebut (barang/jasa)  baru. Inovasi harus  dapat
mendapatkan lima (5) dokumen sekaligus yaitu : beradaptasi dengan kondisi pengadopsi inovasi.
Buku Kesehatan lbu dan Anak, Nomor Induk Hal ini berarti inovasi harus dapat diamati dan
Kependudukan, Kartu Indentitas Anak, Akte dipahami dengan baik oleh pengguna sehingga
Kelahiran, dan Kartu Keluarga baru. Inovasi dapat mencapai keberhasilan. Misalnya Inovasi
tersebut  tentu  mempermudah  pelayanan Ratu Bestari (Kerapihan, Keteraturan,
dokumen kependudukan bagi masyarakat karena Kebersihan, dan Kedisiplinan) untuk Tata Kerja
tidak memerlukan waktu dan biaya lebih untuk yang Lebih Efisien dan Efektif pada Kementerian
mengurus kelima dokumen sekaligus. Perindustrian.
2) Compatibility Fokus inovasi ini pada awalnya adalah
Aspek kesesuaian penting dalam inovasi menata ruang kerja dengan memperhitungkan
pelayanan publik. Inovasi yang sesuai dengan nilai aspek ergonomic. Tahap selanjutnya adalah
dan kebutuhan pengadopsi inovasi akan dapat menciptakan efisiensi penggunaan sarana dan
dijalankan di instansi tersebut. Misalnya, GRMS prasarana kantor. Kemudian penerapan inovasi
(Government  Resources Management  System) berlanjut sampai pada peningkatan pelayanan
Sistem Informasi Manajemen Sumber daya melalui pengurangan pemborosan dan penerapan
Pemerintahan Kota Surabaya. Inovasi ini disiplin di kalangan pegawai. Seluruh pegawai
merupakan jenis inovasi yang ditujukan untuk dapat berperan aktif dalam disiplin kerja dan
aparatur di  pemerintahan Kota Surabaya. menciptakan berbagai macam pengembangan
Aparatur pemerintah Kota Surabaya menerapkan baru. Kemudian sebagai dampak dari hal tersebut,
proses  penyusunan anggaran (e-budgeting), terjadi peningkatan pelayanan secara signifikan,
perencanaan  pekerjaan  (e-project  planning), misalnya terjadi efisiensi waktu pelayanan di Unit
pelelangan secara elektronik (e-procurement), Pelayanan Teknis, efisiensi waktu pencarian
administrasi kontrak dan pencairan pekerjaan (e- dokumen pelayanan, dan penghematan Alat Tulis
delivery), monitoring pelaksanaan (e-controlling), Kantor. Rasa nyaman, bersih, pekerjaan yang
dan pengukuran kinerja ASN (e-performance). efektif dan efisien dapat dirasakan oleh pengguna
Kebutuhan akan penggunaan teknologi pada layanan dan pegawai.
penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah Contoh inovasi ini menggambarkan
satu pendorong dapat dilakukannya inovasi proses bertahap yang harus dilakukan untuk
tersebut. mencapai keberhasilan inovasi. Inovasi yang telah
3) Complexity dapat diamati dan dianggap berpengaruh positif
Faktor =~ kompleksitas  juga  dapat kemudian secara berkelanjutan diterapkan dan
mempengaruhi  keberhasilan sebuah inovasi. memberikan dampak yang lebih luas bagi
Sebagai contoh inovasi kebijakan penggantian organisasi.
Raskin ke Rasda di Kabupaten Kulonprogo.
Berdasarkan penelitian dari Fandaru (2016),
inovasi tersebut belum sukses karena beberapa
kondisi, misalnya petani masih berfikir secara
konservatif, belum bisa menerima kompleksitas
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Il. Tren Kualitas Pelayanan Publik; Era Inovasi
Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan Publik adalah salah satu
indikator penting penyelenggaraan pemerintahan.
Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari
bagaimana pengelolaan pelayanan publiknya. Efektifitas
pemerintahan faktor terpentingnya dilihat dari kulitas
pelayanan publiknya.

Effective government and public services depend on
successful innovation — to develop better ways of
meeting needs, solving problems, and using resources
and technologies. Innovation is sometimes seen as an
optional luxury or an added burden. It should be seen
as a core activity to increase the responsiveness of
services to local and individual needs; and to keep up
with public needs and expectations (Albury & Mulgan,
2003)

Tingkat pendidikan masyakarat yang semakin
meningkat diiringi dengan keterbukaan informasi yang
semakin meluas menyebabkan daya kritis terhadap
pelayanan publik juga meningkat. Pada era ini,
masyarakat dapat segera menilai dan menentukan
bagaimana kulitas pelayanan publik yang mereka
terima. Kritik maupun saran dapat disampaikan oleh
masyarakat melalui berbagai macam media baik
langsung  maupun  menggunakan media  sosal.
Penggunaaan  media  sosial  sebagai = dampak
perkembangan teknologi informasi efektif digunakan
oleh masyarakat untuk menyampaikan kekurangan
dalam berbagai pelayanan publik.

Faktor people needs menjadi alasan terpenting
mengapa kuliats pelayanan publik harus ditingkatkan.
Kepuasan akan ketersediaan layanan publik yang
efektif, efisien, ramah, tidak diskriminatif, akuntabel,
transparan, dan jauh dari pungli menjadi syarat utama
dari kualitas pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan
sebelumnya bahwa salah satu upaya untuk
meningktakan kualitas pelayanan publik adalah dengan
pelaksanaan Inoavasi Kebijakan Publik.

Dalam bahasan sebelumnya dipaparkan bahwa
Inovasi kebijakan Publik di Indonesia mengalami
perkembangan yang cukup signifikan secara kuantitas.
Selama empat tahun terakhir, produktifitas inovasi
pelayanan publik semakin meningkat. Dalam hitungan
kuantitas, inovasi kebijakan yang didaftarkan dalam
kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2017
mencapai angka 3054 buah inovasi. Gambaran ini
menunjukkan bahwa pemerintah berhasil
meningkatkan jumlah inovasi kebijakan publik melalui
kompetisi One Agency One Innovation.

Dengan jumlah inovasi yang cukup signifikan
tiap tahunnya, seharusnya mampu mendongkrak
kualitas pelayanan publik di Indonesia. Faktanya
pelayanan  publik di Indonesia masih  belum
menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari
Ombudsman, jumlah laporan pengaduan dugaan
maladministrasi pelayanan publik di Indonesia semakin
meningkat. Tujuan Inovasi Kebijakan Publik adalah
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mencapai prinsip efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik. Namun, dengan banyaknya laporan dugaan
maladministrasi pelayanan publik menunjukkan bahwa
masih banyak pelayanan publik yang tidak menunjukkan
prinsip efisien dan efektifitas. Faktanya, jumlah laporan
adanya dugaan maladministrasi pelayanan tiap tahunnya
meningkat berbanding lurus dengan kuantitas inovasi
pelayanan publik. Seharusnya, perbandingan antara
jumlah inovasi pelayanan publik dengan laporan dugaan
maladministrasi pelayanan publik berbanding terbalik.
Jika inovasi pelayanan banyak dilakukan, seharusnya
dugaan praktik maladministrasi menurun.

9030 9446

6678 6859
5173
2209 I I

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 5. Jumlah Laporan Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik
(Data Ombudsman 2012-2017)

Diagram tersebut menunjukkan dugaan maladministrasi
pelayanan publik di Indonesia masih sangat tinggi. Pada
tahun 2012 jumlah laporan yang diterima Ombudsman
sebanyak 2209 laporan dan tahun 2013 sebanyak 5173
laporan. Dari data ini jumlah laporan meningkat dua
kali lipat. Tahun 2014 dan 2015 jumlah laporan yang
masuk sebanyak 6678 dan 6859. Sedangkan tahun 2016
dan 2017 jumlah laporan yang masuk sebanyak 9030
dan 9446 laporan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
terjadi kenaikan jumlah laporan setiap tahunnya yang
menunjukkan pelayanan publik di Indonesia secara
umum masih banyak masalah. Banyaknya dugaan
maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman
menggambarkan kualitas pelayanan publik di Indonesia
masih memiliki banyak kekurangan. Hal tersebut
bertentangan dengan semangat penerapan inovasi
pelayanan publik.

Adapun  persentase  kategori  dugaan
maladministrasi pelayanan publik pada berbagai
Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun
daerah yang dirilis oleh Ombudsman Tahun 2017
adalah sebagai berikut: sebanyak 28,45 % (2.351
laporan) berupa Penundaan Berlarut; 21,77% (1.799
laporan) berupa Penyimpangan Prosedur; 16,98%
(1403 laporan) Tidak Memberikan Pelayanan; 9,93%
(812 laporan) Tidak Kompeten; Penyalahgunaan
Wewenang sebanyak 8,23% (680 laporan); Permintaan
Imbalan Uang dan Jasa sebanyak 7,47% (617 laporan);
Tidak Patut sebanyak 4.88 % (403 laporan);
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Diskriminasi 1,48 % (122 laporan); Berpihak 0,53% (44
laporan); dan Konflik Kepentingan sebanyak 0,40% (33
laporan) (Ombudsman, 2017).

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang
No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
penyelenggaraan pelayanan harus berdasarkan prinsip-
prinsip berikut ini: 1) Kepentinggn Umum, 2.)
Kepastian  Hukum, 3) Kesamaan hak, 4.
Keseimbangan hak dan kewajiban, 5.) Keprofesionalan,
6.) Partisipatif, 7.) Persamaan perlakuan/ tidak
diskriminatif, 8.) Keterbukaan, 9.) Akuntabilitas, 10.)
Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
['1.) Ketepatan waktu, dan 12.) Kecepatan, kemudahan,
dan  keterjangkauan. Sehingga laporan  dugaan
maladministrasi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian
dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan
menurut UU No.25 Tahun 2009.

Presentase kategori dugaan maladministrasi
tersebut menjelaskan mengapa kulitas pelayanan publik
masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Laporan
yang masuk ke Ombudsman setidaknya menyatakan
banyaknya ketidakpuasan atas pelayanan publik pada
berbagai Lembaga pemerintah. Pada data tersebut,
penundaan berlarut pada pelayanan publik menjadi
kategori terbesar dari jumlah laporan yang masuk pada
2017. Penundaan berlarut pada pelayanan publik jelas
bertentangan dengan prinsip inovasi kebijakan publik
yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas.

Jika kita cermati, pada inovasi pelayanan
publik yang telah dilakukan oleh pemerintah telah
banyak yang berupa inovasi layanan praktis untuk
meminimalisir penundaan waktu layanan. Misalnya,
Inovasi LATUM (Layanan Tujuh Menit) pada Badan
Pertanahan Kota Surabaya. Inovasi LATUM merupakan
jenis inovasi layanan dengan memangkas waktu layanan
yang memerlukan 7 menit pelayanan dan memangkas
simpul layanan menjadi singkat sehingga lebih efektif
dan efisien (Rahayu, 2016; Ramadhan, 2016). Jenis
inovasi seperti ini banyak dilakukan oleh Lembaga
pelayanan publik. Contoh lain misalnya Inovasi Layanan
SIUP (Surat ljin Usaha Perdagangan) Di Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan.
Metode yang dilakukan adalah dengan cara jemput
bola, yaitu pengguna layanan tidak perlu datang ke
kantor melainkan akan dilayani oleh petugas pelayanan
jemput bola (A. D. Kurniawan, 2015). Proses
pelayanan ini diproses dalam satu meja sehingga
dilakukan secara cepat, ringkas, dan mudah Dbagi
pengguna layanan. Inovasi ini termasuk dalam tipe
inovasi berupa metode layanan, seperti halnya yang
Inovasi Gebrakan Suami Siaga yang diterapkan di
Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang (Ariyani,
Indah Mindarti, & Nuh, 2016).

Model-model inovasi pelayanan publik untuk
mengurangi penundaan berlarut-larut dalam layanan
juga banyak dilakukan oleh instansi lain. Hal ini
dikarenakan sebagian besar keluhan masyarakat akan
pelayanan publik terjadi karena pelayanan yang
berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama.
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Inovasi kebijakan dilakukan untuk memberikan layanan
yang mudah, murah, cepat, aman, dan nyaman
(Haryono, 2016; Pramusinto, 2006) Akan tetapi
meskipun telah banyak inovasi dilakukan oleh instansi
pemerintah masalah pelayanan yang berlarut masih
banyak terjadi seperti laporan yang telah dihimpun
oleh Ombudsman di atas.

Selain kategori penundaan berlarut, dalam
laporan yang dirilis Ombudsman menyatakan bahwa
masih ada Lembaga pemerintah yang melakukan
penyimpangan prosedur bahkan tindak memberikan
layanan. Sedangkan praktik penyalahgunaan wewenang
dan tindakan pungli (pungutan liar) masih banyak
terjadi dalam pemberian layanan publik.
Penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang
masih  terjadi  menunjukkan  bahwa Lembaga
pemerintah di Indonesia masih banyak yang memakai
model pendekatan yang kaku dan kolot. Tindakan
tersebut menunjukkan bahwa mental oknum birokrat
masih ada kurang baik dengan menggunakan aksi
penyalahgunaan wewenang dan pungli untuk sebagai
dalih untuk mempercepat pemberian layanan.

Selain  itu, sikap diskriminatif, adanya
keberpihakan ketika melakukan pelayanan, dan konflik
kepentingan masih ditemukan dalam pelayanan publik.
Hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Jika
mental diskriminatif, keberpihakan, dan konflik
kepentingan masih dikedepankan akan berpengaruh
buruk terhadap kualitas layanan yang diberikan.
Sedangkan tingkat keberagaman baik politik, sosial,
ekonomi, dan budaya sangat tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, di bawah ini adalah data instansi
pemerintah yang paling banyak dilaporkan oleh
masyarakat terkait dugaan maladministrasi pelayanan
publik.
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Gambar 6. Instansi Terlapor Dugaan Maladministrasi Pelayanan
Publik (Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman 2017)
Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
masyarakat masih  mengalami  masalah  dengan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah, yakni sebanyak 41,69%. Laporan dugaan
maladministrasi pelayanan publik juga banyak dialami
masyarakat pada instansi Kepolisian Republik Indonesia
yaitu pada tempat kedua sebanyak 12,61%. Selanjutnya,
instansi yang paling banyak masuk laporan adalah
Instansi Pemerintah/Kementerian sebanyak 9,52%,
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Badan Pertanahan Nasional sebanyak 6,78%, dan
BUMN/BUMD sebanyak 6,58%.

Berdasarkan deskripsi di atas inovasi
pelayanan  publik  belum  dapat  sepenuhnya
mendongkrak kualitas pelayanan publik. Faktanya,
berdasarkan data inovasi pelayanan publik yang telah
dipaparkan sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia
adalah salah satu institusi yang produktif karena dalam
tiga dari empat tahun terakhir, Polri selalu
menyumbangkan inovasi pelayanan publik dalam jajaran
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Sedangkan
berdasarkan data Ombudsman di atas, Polri
menempati tempat kedua instansi terlapor deugaan
maladministrasi publik. Hal ini tentu bertentangan
dengan prinsip Reformasi Birokrasi dan Inovasi
Kebijakan Publik.

Hal yang sama juga terjadi pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan. Institusi ini
merupakan salah satu institusi paling produktif karena
setiap tahun dalam empat tahun terakhir selalu
menempatkan inovasi kebijakannya pada jajaran Top
99 terbaik. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan juga menjadi instansi kedua
paling produktif setelah Provinsi Jawa Timur dengan
memiliki 12 buah inovasi kebijakan yang masuk Top 99
selama empat tahun terakhir. Namun, ketika
dihadapkan pada realitas yang terjadi di lapangan
Kementerian ~ Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan menjadi instansi terlapor keempat paling
banyak berdasarkan data dugaan maladiministrasi
pelayanan publik.

Selanjutnya, jika dilihat dari substansi laporan
masyarakat akan dugaan maladministrasi pelayanan
publik ada bidang-bidang tertentu yang paling banyak
dilaporkan. Bidang pertanahan adalah substansi laporan
yang paling banyak diterima oleh Ombudsman yaitu
sebanyak 13,43% diikuti oleh bidang pendidikan
sebanyak 13,07%, kemudian Kepolisisan 12,22%, bidang
kepegawaian sebanyak |1,51%, dan bidang administrasi
kependudukan 5,36% (Ombudsman, 2017). Data
tersebut adalah lima substansi laporan dugaan
maladministrasi yang paling banyak diterima oleh
Ombudsman terkait dengan pelayanan publik yang
dilakukan.

Data instansi dan substansi terlapor saling
sinkron menyatakan bahwa institusi yang paling banyak
mendapat sorotan adanya dugaan maladministrasi
dalam pelayanan publik. Bidang Kepolisian dan
Pertanahan yang produktif dalam inovasi pelayanan
publik selama empat tahun terakhir faktanya masih
menjadi bidang yang paling banyak dilaporkan oleh
masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa inovasi
pelayanan publik belum berpengaruh positif terhadap
kualitas pelayanan publik.

ll. Inovasi Pelayanan Publik; Kuantitas vs Kualitas

Inovasi  PelayanaanPublik yang diharapkan
menjadi  faktor pendorong peningkatan kualitas
pelayanan publik belum mampu mengurangi keluhan
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masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh
lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun
daerah. Selain kondisi pelayanan publik di dalam negeri
tersebut, Indonesia menjadi negara dengan indeks
inovasi global yang masih tergolong rendah. Tahun
2018 Global Innovative Index menempatkan Indonesia
pada peringkat 85 dari 126 negara yang terindeks
(Cornell University, INSEAD, 2018). Berikut ini daftar
peringkat beberapa negara Asia Tenggara sebagai
perbandingan.
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Gambar 7. Peringkat Global Innovative Index Negara di Asia Tenggara
(Sumber : Diolah dari Global Innovative Index 2014-2018)

Untuk perbandingan tersebut, data yang
diambil dari Global Innovative Index adalah data negara-
negara Asia Tenggara yang selalu terindeks Gll. Jika
dicermati dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak
mengalami perkembangan signifikan dalam peringkat
yang diraih. Jika pada tahun 2014 Indonesia menempati
peringkat 87, setelah empat tahun berlalu peringkat
tertinggi yang diraih Indonesia berada pada angka 85
(Cornell University, INSEAD, 2014, 2018). Hal ini jauh
berbeda dengan beberapa negara lain yang mengalami
perkembangan signifikan selama lima tahun terakhir.

Singapura merupakan satu-satunya negara
Asia Tenggara yang berapa pada peringkat sepuluh
besar, bahkan pada tahun 2018 Singapura berada pada
peringkat kelima dari 126 negara. Pada 2018, Malaysia
dan Thailand konsisten dengan berada pada peringkat
30-an dan 40-an yang mana peringkat indeks kedua
negara ini jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Hal yang
menarik dapat dilihat dari Negara Vietnam. Dlaam lima
tahun terakhir, terjadi peningkatan indeks yang sangat
signifikan. Pada 2014 Vietnam menampati urutan ke-
71, setiap tahun indeks Vietnam meningkat sehingga
pada tahun 2018 Vietnam menempati urutan 45 satu
poin dibawah Malaysia. Selain itu, Filipina juga
mengalamai peningkatan indeks. Jika sebelumnya pada
tahun 2014 indeks Filipina berada di bawah ranking
Indonesia, namun pada tahun-tahun berikutnya Filipina
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan
berada pada peringkat indeks di atas Indonesia
(Cornell University, INSEAD, 2016; Cornell University
& WIPO, 2015).

Indeks ini menunjukkan bagaimana kondisi
Indonesia  dinilai sisi pengelolaan inovasi dan
pengaruhnya terhadap dunia ekonomi dan bisnis. Hal
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ini tentu memiliki nilai tersendiri bagi dunia global
untuk dapat menilai Indonesia. Indeks ini juga
menelusuri bagaimana kinerja pemerintah secara
umum. Sebagai tambahan data, pada tahun 2018
Pemerintah Indonesia mendapatkan skor 45,5 poin
atau berapa pada peringkat 70 jika dilihat dari kategori
efektifitas pemerintah. Malaysia mendapatkan skor 67,1
(Peringkat 38), Thailand mendapatkan nilai 53,5
(Peringkat 50), sedangkan Singapura mendapatkan skor
[00 atau berada pada peringkat pertama (Cornell
University, INSEAD, 2018). Efektifitas pemerintah
menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah pada
penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan Publik merupakan bentuk aktifitas
penyelenggaraan pemerintahan paling nyata yang dapat
dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan. Artinya,
pelayanan  publik menjadi indikator terpenting
bagaimana  masyarakat dapat menilai  kinerja
pemerintah. Inovsi pelayanan publik dilakukan sebagai
program nasional untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, namun faktanya masih banyak
penyimpangan dan kekurangan dalam pelayanan publik
di Indonesia.

Aspek penting dari inovasi pelayanan
kebijakan publik adalah terletak pada bagaimana inovasi
tersebut berjalan sukses dan mampu mendongkrak
kualitas pelayanan serta memberikan citra positif bagi
masyarakat. . . . Because successful policy experiments
are eventually emulated, they have a public good
component. Experiments benet not just the innovating
government but also potential imitators . . .” (Strumpf,
2000). Seperti yang dinyatakan oleh Strumpf bahwa jika
sebuah inovasi kebijakan sukses dilakukan maka tidak
hanya berpengaruh pada citra positif organisasi
melainkan juga keuntungan akan dapat diraih oleh
instansi lain yang berpotensi untuk
mengimplementasikan inovasi tersebut.

Beberapa penelitian tentang inovasi kebijakan
di beberapa daerah di Indonesia membahas mengenai
substansi penerapan inovasi dan menyimpulkan bahwa
inovasi kebijakan yang dilakukan masih memerlukan
perbaikan dalam penerapannya, perlu adanya controlling
system, serta peningkatan kemampuan sumber daya
aparatur (Amirudin, 2017; Andayani, 2016; Gumilar,
2016; Hafizh, 2016; Marom, 2015; Mirnasari, 201 3;
Saifullah, 2015). Studi lain menggambarkan bagaimana
Implementasi Inovasi Program Raskin di Kulonprogo
dinilai gagal karena beberapa faktor, yaitu: konsep
inovasi yang sulit diaktualisasikan, adanya konflik
kepentingan, dan belum ada support system terhadap
kelompok sasaran program (Fandaru, 2016). Sebagai
pembanding, Inovasi Kebijakan Kantong Plastik Tidak
Gratis di Kota Bandung dinilai mudah untuk
diaktualisasikan karena nilai-nilai yang dibawa oleh
inovasi tersebut dapat diterima oleh ibu-ibu yang
terdampak layanan (Octavianti, Koswara, Yunita, &
Sari, 2016). Faktor internal yang mempengaruhi tidak
efektifnya implementasi inovasi pelayanan publik adalah
adanya hambatan psikologis dan kurangnya trust
(kepercayaan) sehingga inovasi kebijakan tidak
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mendapatkan legitimasi yang cukup dan mempengaruhi
penerapannya (Julijanti, Nugroho, Kartodihardjo, &
Nurrochmat, 2015).

Selanjutnya, ada beberapa faktor yang secara
umum menggambarkan mengapa inovasi pelayanan
publik kurang efektif dalam mempengaruhi kualitas
pelayanan publik menurut Klein & Sora (1996) yaitu
iklim implementasi yang buruk dan ketidaksesuaian
nilai-nilai inovasi dengan lingkungan pengadopsinya.
Iklim implementasi inovasi dapat mempengaruhi tiga
komponen, yaitu: kemampuan sumber daya manusia,
sistem reward and punishment, dan ketiadaan hambatan.
Sedangkan ketidaksesuaian nilai-nilai inovasi dapat
mempengaruhi komitmen implementasi inovasi

Kemudian, kemampuan organisasi untuk
mengimplementasikan inovasi kebijakan dapat dilihat
dari aspek sistemik yaitu bagaimana sebuah inovasi
kebijakan diinisiasi, diterapkan, dan bagaimana tindak
lanjut setelahnya. I|klim dalam organisasi harus
membina hubungan antar unit organisai maupun antar
organisasi untuk menciptakan kesamaan pehamaman
untuk menegaskan legitimasi internal dan eksternal
dalam rangka mensukseskan inovasi kebijakan (Sururi,
2017, 2018).

Penerapan program inovasi pelayanan publik
di Indonesia masih mengedepankan kuantitas, bukan
kualitas. Hal ini karena ada berbagai hambatan,
misalnya 1)  Kultur  sharing  (berbagi) dan
mempermudah urusan pelayanan publik belum
terbangun. 2.) Kultur pendokumentasian belum
terbangun. 3.) Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang
handal (Supriyanto, 2016). Selain itu, sifat birokratis
pemerintah dapat mengurangi transparansi,
kepercayaan, dan komitmen untuk melakukan inovasi
dan sebagai konsekuensinya melemahkan implementasi
dan difusi inovasi (Bommert, 2010).

Pemimpin merupakan salah satu faktor
penting yang mempengaruhi efektifitas inovasi (Borins,
2002; Pratama, 2018; Widiyahseno, 2018). Pada
pendekatan tradisional, inovasi dianggap sebagai
gagasan yang muncul dari top leader. Pemimpin perlu
memiliki faktor driving force (faktor penggerak) agar
inovasi dapat  diterima  dan berkelanjutan
(Widiyahseno, 2015). Namun, ide inovasi juga dapat
muncul dari struktur organisasi level menengah.
Struktur organisasi pada level menengah biasanya diisi
oleh kaum muda yang cenderung lebih inovatif,
sehingga jika ide inovasi muncul dari struktur tengah
bagian ini akan berimplikasi lebih positif pada efektifitas
inovasi (Borins, 200la). Kehadiran kepemimpinan
inovatif  penting bagi penerapan inovasi kebijakan.
Relasi kuasa yang dimiliki oleh pemimpin penting untuk
mengurangi resistensi serta meningkatkan dukungan
untuk efektifitas kebijakan (Widiyahseno, 2018).

Strategi yang dapat dilakukan untuk efektifitas
inovasi kebijakan diantaranya : |.) Good Innovation; 2.)
Good Extension Method; 3.) Good Extension Agent
(Musyafak & Ibrahim, 2005). Strategi ini menunjukkan
inovasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
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pengguna layanan dan sesuai atau tidak dengan nilai-
nilai yang mereka miliki selama ini. Jenis inovasi yang
tepat akan mudah diadopsi dan cenderung -efektif
dalam penerapannya. Selanjutnya, metode yang
digunakan ketika implementasi inovasi juga harus tepat.
Misalnya, bagaimana metode komunikasi yang tepat
dengan pengguna layanan dalam upaya memberikan
informasi dan pemahaman mengenai inovasi kebijakan.
Selain itu, kemampuan agent (petugas pemberi layanan)
penting sebagai cerminan bagaimana suatu inovasi siap
untuk dijalankan.

Hartley (2008) dalam Glor & Ewart (2016)
menyatakan “Innovation award nominees are not a good
source of information on the mortality of innovations,
however, as nominees can be expected to have lower
mortdlity rates than populations of innovations generally”.
Hartley menegaskan seharusnya instansi penerima
penghargaan cenderung dapat bertahan lebih besar
daripada inovasi lain yang tidak masuk kategori
penerima penghargaan. Pernyataan tersebut
menguatkan bahwa database penerima penghargaan
(Sinovik) bukan merupakan sumber yang valid untuk
mengetahui apakah sebuah inovasi mampu bertahan
dan berkelanjutan.

Jumlah inovasi pelayanan publik yang terdaftar
dalam kompetisi organisasi selama empat tahun
terakhir sebanyak 7229 inovasi. Jumlah ini tentu saja
belum termasuk inovasi yang telah diinisiasi namun
belum masuk dalam kompetisi Sinovik. Secara
kuantitas inovasi pelayanan publik di Indonesia cukup
besar, namun belum semua inovasi tersebut mampu
dijalankan ~ dengan  baik  dan  berkelanjutan.
“Demographics  of innovative  organizations  and
populations have not been systematically recorded and so
the empirical question “do populations of innovations and
their organizations have higher or lower mortality rates
than normal programs and organizations?”is unanswered
(Glor & Ewart, 2016). Glor dan Ewart
menggarisbawahi bahwa selama ini belum ada sistem
pendokumentasian inovasi secara baik, hal ini berakibat
pada sulitnya menjawab pertanyaan apakah sebuah
inovasi pelayanan memiliki kesempatan bertahan lebih
baik dibandingkan pelayanan yang tidak diinovasi.

Di Indonesia, Sistem Informasi Inovasi
Pelayanan Publik (Sinovik) telah diluncurkan sebagai
database utama. Namun, sistem kontrol inovasi
pelayanan publik belum ada. Kuantitas inovasi
pelayanan publik mencapai angka yang signifikan,
namun ternyata belum memberikan tren positif
terhadap kualitas pelayanan publik. Sudah seharusnya
ada evaluasi mengenai pelaksanaan kompetisi inovasi
pelayanan publik. Kuantitas inovasi pada dasarnya
mencerminkan produktifitas dan motivasi yang tinggi
dari instansi pemerintahan, namun bukan berarti
pemerintah hanya fokus pada capaian kuantitasnya saja.

Kualitas inovasi pelayanan yang mendapat
penghargaan Top 99 terbaik setiap tahunnya
seharusnya mampu memberikan dorongan kepada
instansi/daerah lain untuk dapat menerapkan jenis
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inovasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan
masing-masing. Hal ini berarti motivasi untuk
mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik bukan
hanya karena ingin dinilai baik oleh tim penilai dari
kementerian, melainkan didasari oleh keinginan untuk
meningkatkan kualitas layanan publik masing-masing.

IV. KESIMPULAN

Inovasi kebijakan di Indonesia memasuki
ranah baru dengan penerapan kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik yang wajib diikuti oleh setiap instansi
pemerintah baik dalam lingkup Kementerian/Lembaga
maupun Pemerintah Daerah. Kompetisi ini berhasil
mendorong produktifitas inovasi pelayanan publik.
Dalam waktu empat tahun, lebih dari tujuh ribu inovasi
pelayanan publik didaftarkan dalam kompetisi tersebut.
Namun, kuantitas inovasi pelayanan publik tidak
berbanding lurus dengan kualitas pelayanannya. Ada
beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya
inovasi pelayanan publik dalam mempengaruhi kualitas
pelayanan, yakni iklim inovasi yang masih buruk dan
ketidaksesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang diyakini
lingkungan adopter. |klim inovasi yang masih buruk
mempengaruhi kemampuan Sumber Daya Manusia
(baik pemimpin dan pegawai) dalam menerapkan
inovasi pelayanan publik. Sistem reward and punishment
di Indonesia belum maksimal. Reward (penghargaan)
telah dilakukan melalui Top 99 Inovasi Pelayanan
Publik, namun belum ada model punishment yang
diterapkan inovasi pelayanan publik. Iklim juga
mempengaruhi keberadaan hambatan. Dengan iklim
inovasi yang lemah, hambatan internal dan eksternal
akan mempengaruhi efektifitas inovasi pelayanan
publik. Kemudian, ketidaksesuaian inovasi dengan nilai
yang ada dalam lingkungan adopter (pengadopsi inovasi)
menyebabkan rendahnya komitmen untuk menjamin
efektifitas inovasi pelayanan publik.

Model kajian mengenai bagaimana inovasi
pelayanan publik dapat berkelanjutan belum dilakukan.
Kajian semacam itu penting untuk menilai apakah
instansi yang telah terdaftar dalam Sinovik mampu
menjalankan  inovasi  pelayanan  publik  secara
berkelanjutan. Inovasi Pelayanan Publik tidak dapat
dinilai hanya dari kuantitas, melainkan bagaimana
inovasi tersebut bertahan dan dapat diterapkan pada
instansi yang lain. Harus ada upaya untuk menyebarkan
inovasi pelayanan publik dengan iklim yang baik pada
lingkungan internal dan eksternal institusi pemerintah.
Sehingga Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia tidak
hanya bermuara pada kuantitas penghargaan Top 99
Inovasi  Pelayanan  Publik,  melainkan  untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
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